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Bupat Samedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor 700/Kep. 15 -Inspektorat/2011

Lampiran :2(dua) berkas

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang bahwa untuk
melakukanpengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah, Inspektorat KabupatenSumedang akan

a.

melakukanpemeriksaan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb.

dalam huruf a dalam rangka meningkatkan efesiensi dan

efektivitas pengawasan,maka perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran2011;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah KabupatenDalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)

sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan KabupatenSubang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang
Penyelenggara Negara
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Djawa Barat

2. Nomor 28 Tahun 1999 tentang
yang Bersih dan Bebas dari

Undang-Undang
PemberantasanTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara
sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4090);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang KeuanganNegara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Republik Indonesia Nomor 3874);

4.



Tahun 2004 Tentang

(Lembaran Negara Republik

5, Tambahan Lembaran

5 Nomor 1
Undang-Undang
Perbendaharaan Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

15 Tahun 2004 tentang
Undang-Undang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6 Nomor

7. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Nomor 32 Tahun 2004 tentangUndang-Undang
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844)
9. tentangUndang-Undang

Perimbangan Keuangan
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Iindonesia Nomor 4438);

Nomor 33 Tahun 2004
antara Pemerintah Pusat dan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45003);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Infomasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4576);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan
Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031):

Daerah (Lembaran
Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan

Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614):

tentang

Pemerintah



16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4890);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Tuntutan Perbendaharaandan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah;

19. KeputusanMenteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor
41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan

Daerah;

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Republik Indonesia

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008

tentang

Keuangan Peme
23.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran
DaerahKabupatenSumedang;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penyusunan ProdukHukum Daerah
(LembaranDaerah KabupatenSumedang Tahun 2008 Nomor
5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang
(LembaranDaerah KabupatenSumedang Tahun 2008 Nomor
7)):

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahur
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentanggPembentukan

Organisasi Perangkat Daerah
Kabupateen

Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2010 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(LembaranDaerahKabupatenSumedang Tahun 2009Nomor
4);

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas

Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan
tah Daerah;

Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja DaerahTahun Anggaran 2011 (Lembaran

Sumedang Tahun 2011 Nomor 2);

daerah
Kabupaten



29.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Uraian Tugas Inspektorat KabupatenSumedang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas
Inspektorat KabupatenSumedang;

30 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja

31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KabupatenSumedang

terah Tahun Anggaran2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Program

Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 dengan daftar
Program Kerja dan Jadwal Program Pengawasan sebagaimana
tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimanadimaksud diktum KESATU, merupakan pedoman pelaksanaan
pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang atas kegiatan
yang dilaksanakan pada Tahun 2010 dengan materi audit sebagai
berikut:

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat

KEDUA

a. aspekkeuangan;
b.aspekSDM/Kepegawaian;
C. aspektugas pokokdanfungsi;
d.aspekmetoda kerja;

e.aspeksarana dan prasarana.
Jadwal pelaksanaan pemeriksaan sebagaimanatercantum dalam
lampiran Keputusan ini dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai
dengan kebutuhan apabila diperlukan.
Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran2011.
Keputusanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan diSumedang
pada tanggal 3 Januari 2911

BUPATI SUMEDANG3

hDON MURDONO

SALINAN:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. KetuaDPRD KabupatenSumedang;
3. Yth. Kepala SKPD se-Kabupaten Sumedang.
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